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       Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang 

berat sekaligus termasuk kedalam kategori kejahatan luar biasa. Adapun rumusan 

masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana 

Narkotika di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

pengedar narkotika jenis ganja, dan apa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku 

tindak pidana pengedar Narkotika jenis ganja (Studi Putusan 

NO.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ) 

              Metode penelitian, yaitu dengan cara pengumpulan data dan analisis yang 

dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan 

dalam rumusan masalah, yang kemudian hasil dari analisa tersebut penulis akan 

mendapatkan jawaban dari persoalan ilmiah dengan prosedur yang sesuai dengan 

tujuan dan sifat penelitian  

       Di dalam ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

pemerataan sanksi pidana diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana 

penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan 

pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya 

pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika  menjadi 

lebih giat dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. 

       Adapun kesimpulan dari skripsi ini, sanksi pidana bagi pelaku pengedar 

narkotika golongan I jenis ganja sanksi pidana penjara  paling singkat 5 tahun dan 

paling lama 20 tahun berdasarkan UU NO 35 tahun 2009 Pasal 111 ayat (2) dan 

terdakwa sendiri dianggap sehat jasmani dan  rohani sehingga terdakwa mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan saran dari skripsi ini, agar 

aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan jaksa dalam menyusun surat 

dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak kejahatan karena 

surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam  memutus perkara dalam persidangan. 

 

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pengedar Narkotika dan Ganja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

       Dunia hukum di indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh 

lapisan masyarakat, baik dari dalam maupun, luar negeri. Bidang hukum pidana 

merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah 

reformasi hukum yang dijalankan di indonesia sudah berjalan dengan baik atau 

belum.1 Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan 

masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita 

jumpai berupa penyalahgunaan narkotika. Secara umum pengertian narkotika adalah  

zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau 

penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.2         

       Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik 

sintesis maupun semisintesis, yang bisa berakibat pada penurunan atau perubahan 

kesadaran,    menghilangkan  rasa   nyeri,    dan   menimbulkan   ketergantungan yang 

 

 

    
 1 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2009, 

hal.7. 
 2 Noegroho Djajoesman, Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal.16. 
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dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam undang–

undang. Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis 

Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi 

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan 

Lampiran tentang  Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal 

yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika.3 

       Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, adalah suatu  kejahatan kemanusiaan yang 

berat, yang mempunyai efek luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa 

yang beradab. Kejahatan narkotika sendiri  merupakan kejahatan lintas negara, 

dikarenakan  penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas 

negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara 

hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk 

menegakkan kebenaran dan keadilan bagi negara itu sendiri.  Secara umum,  di  setiap 

negara   yang  menganut  paham   negara   hukum   terdapat   tiga prinsip   dasar, yaitu 

 

 

 

    

 3 Iswanto, Viktimologi, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009, 

hal. 8. 
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supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan  hukum (equality before 

the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum 

(due process of law).4 

       Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum 

yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati  

pengaruhnya,  dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, 

sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.5        

       Adapun salah satu jenis narkotika yang cukup populer masyarakat saat ini adalah 

narkotika jenis ganja yang mana, menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 1997, Ganja termasuk ke dalam narkotika golongan I yang hanya 

dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi 

serta mempunyai potensi yang akan menimbulkan ketergantungan.  

       Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-

Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh 

Undang-Undang Dasar 1945.6 Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri 

sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 

Tahun  2009  tentang Narkotika.7   

 

 

 

    
4 Akhmad Ali, Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam 

BidangHukum,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.12. 
5   Ibid, hal. 16.  

6 Arief Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian 

Perbandingan,Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011, hal.306. 
7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal 21. 
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       Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan 

dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.8  Beberapa 

waktu lalu  kepala  negara dan kepala pemerintahan  dari negara asal para terpidana 

mati kasus narkotika meminta  Presiden  agar dapat memberikan pengampunan, tetapi 

presiden tetap kukuh pendirian dengan tidak memberikan pengampunan. 

       Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945), sudah sepantasnya Indonesia harus menjunjung tinggi 

hukum9  terutama Hukum Pidana dikarenakan Pidana merupakan suatu penderitaan 

dan undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma 

dengan putusan hakim yang didakwakan pada seseorang yang bersalah.10 

       Yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang 

penegakan hukum terutama peran negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk 

memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui Badan Narkotika Nasional 

(BNN), telah merefleksikan politik hukum nasional  dengan  melalui  sarana  penal  

dan  non  penal,  sebagai  bagian  dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala 

saat ini. Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan 

merupakan korban dengan segala hak-hak harus diperjuangkan. Di saat negara ini 

melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak 

memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. 

 

 

    
8    Sudarto, Hukum dan Huku Pidana, Alumni Bandung, 2010, hal.32. 
9 Syamsul Hidayat, Pidana Mati di Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, 2010, hal.1. 
10  Marlina, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal.18. 
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       Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika  yang 

menyalahgunakan, akan tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut 

melekat dari hakikat  dan  martabatnya  sebagai  manusia. Ini  berarti negara 

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

penyalahguna  narkotika,  hak  atas  pembinaan  dan  rehabilitasi. Asas  yang 

digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Pasal 3 

Undang-Undang Narkotika. 

       Akan tetapi dalam regulasinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” 

merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. 

Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkotika juga merupakan 

korban dari tindakannya.11  

       Banyak penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika 

terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukan sebagai korban yang 

sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Rehabilitasi dapat 

memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita 

hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup semua orang dan sudah 

sepantasnya mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun merupakan pelaku atau 

korban narkotika. 

 

 

 

    

 11 Akhmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, hal. 64.  
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      Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi akibat 

penyalahgunaan narkotika,  juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka 

dalam bentuk pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika 

tersebut ke dalam proses dehumanisasi.12  

       Seperti halnya kasus yang ada didalam skripsi ini tentang tindak pidana narkotika 

yang terdakwanya adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang becak dimana 

berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa jalan juanda sering ada transaksi 

narkotika. Oleh karena itu pada hari selasa tanggal 22 mei 2018 polisi melakukan 

penyelidikan ketempat tersebut, lalu polisi melihat seseorang dengan tingkah laku 

mencurigakan diatas becak, dan ketika melihat polisi datang menghampiri orang 

tersebut pun melarikan diri yang setelah dilakukan pengejaran orang tersebut berhasil 

ditangkap. Kemudian setelah becak orang tersebut diperiksa terdapat 3 (tiga) bungkus 

plastik warna kuning yang berisikan daun ganja (narkotika golongan I)  kering 

seberat 2,980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram.  

       Sebelumnya ganja tersebut adalah milik teman tukang becak tersebut yang 

bernama Dedy (DPO) yang menumpang diatas becak yang kemudian ditengah 

perjalanan Dedy (DPO) melarikan diri dan meninggalkan ganja tersebut diatas becak 

Rudi Sanjaya (terdakwa) dan Rudi Sanjaya (terdakwa) sebelumnya juga telah 

mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh Dedy (DPO) yang menumpang diatas 

becaknya adalah ganja. 

    

12 Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, BNN, 

Jakarta, 2009, hal. 4. 
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       Setelah mengikuti prosedur Hukum yang berlaku majelis Hakim menyatakan 

terdakwa Rudi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “Tanpa hak dan melawan Hukum menguasai narkotika dalam  bentuk 

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan menjatuhkan  pidana terhadap 

terdakwa Rudi Sanjaya dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar 

Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara. 

       Mantan  kepala BNN, Budi Waseso, mengatakan penyebab semakin  maraknya 

narkoba diselundupkan ke Indonesia antara lain dikarenakan luasnya perairan laut  

Indonesia dan keterbatasan petugas di perbatasan. Budi juga tidak memungkiri 

adanya permintaan pasar turut menjadi pemicu.13 

       Seyogyanya narkotika dapat digunakan dengan cara-cara yang diatur dalam 

 Undang-Undang No. 35 tahun 2009  tentang Narkotika. Narkotika juga dapat 

digunakan untuk penelitian, pendidikan, medis (kesehatan). Namun dalam undang-

undang ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut 

sebagai Pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut sebagai 

Pengguna.  Adapun Penjelasannya sebagai berikut : 

       Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya 

masing-masing, yakni: 

 

 

 
     

13 Heyder Affan, Mengapa Indonesia menjadi sasaran sindikat narkoba?, 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966, diakses tgl 14 April 2019, pkl 20.00 Wib 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966
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a) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 

jo Pasal 113). 

b) Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 

jo Pasal 113). 

c) Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo 

Pasal 113). 

d) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan 

hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115). 

e) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskusor Narkotika 

(Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129). 

       Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah peredaran Narkotika 

pada generasi muda terutama pada anak-anak adalah  dari pendidikan  oleh keluarga 

yaitu orangtua, diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu 

menjauhi Narkotika,14  dikarenakan  bahayanya   dampak   yang   ditimbulkan   oleh   

peredaran narkotika ini sangatlah buruk antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, 

menurunkan   produktivitas   kerja   secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan  

baik maupun buruk, perubahan perilaku mental menjadi pribadi  yang  anti  sosial,  

suka bertindak kasar dan melakukan tindakan kriminalitas lainnya.15 

 

 

 

 

 

    

14 Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2010, hal.5 
15 Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, Ghalia Indonesia,Jakarta, 2008, hal.11. 



9 

 

B. Rumusan Masalah 

       Adapun rumusan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana  pengaturan  Hukum  tindak  Pidana Pengedar Narkotika di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar Narkotika 

jenis Ganja ? 

3. Apa pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Pengedar 

Narkotika jenis Ganja (Studi Putusan NO.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ) ? 

 

C. Tujuan Penulisan  

       Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam tindak pidana Narkotika di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar 

Narkotika jenis Ganja. 

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku Tindak 

Pidana Pengedar Narkotika jenis Ganja (Studi Putusan 

NO.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ). 
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D. Manfaat Penulisan  

       Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat  Akademis Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan  

program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi 

Medan. 

2. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum pidana khususnya 

terhadap sanksi pidana bagi pelaku pengedar narkotika menurut Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 

3. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat digunakan untuk acuan dalam mempelajari tentang tindak 

pidana peredaran narkotika khususnya bagi Badan Narkotika Nasional (BNN), 

Penegak Hukum, Mahasiswa dan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

 

E. Keaslian Penulisan 

       Berdasarkan hasil penelusuran  kepustakaan dan pemeriksaan yang telah 

dilakukan di Perpustakaan  Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan 

browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan 

judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya : 

1. Skripsi oleh Muhammad Irfan Umar , NIM  B1111429, Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian skripsi :  
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Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Ganja (studi 

putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.). Penelitian  

dilakukan tahun 2015, dengan perumusan sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 

mengedarkan narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu 

No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.)?  

b. Apa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan 

narkotika jenis ganja (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 

314/Pid.B/2012/PN.PL.)? 

Kesimpulan : Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara 

putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.PL menurut penulis mestinya sesuai dengan 

tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang 

dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya.  

2. Skripsi oleh Rahmat Agung Pamungkas , NPM 1412011346, Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul penelitian skripsi: “Analisis 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana 

Narkotika”. Penelitian  dilakukan tahun 2018, dengan perumusan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah bentuk perlidungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam 

tindak pidana narkotika ? 

b. Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

kurir dalam tindak pidana narkotika ? 
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Kesimpulan : Upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai 

pelaku penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) 

narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi 

anak yang menjadi kurir narkotika. 

3. Skripsi oleh Clarissa Meidy Paulus , NPM 131000140, Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Tarumanagara , dengan judul penelitian skripsi : “Penegakan 

Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 Gram  (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 

637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL)”. Penelitian  dilakukan tahun 2018, dengan 

perumusan sebagai berikut :  

a. Bagaimana aspek penegakan hukum terhadap pengedar narkotika dengan 

berat netto 36 gram pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL?  

b. Mengapa hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengedar 

narkotika dengan berat netto 36 gram pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL?  

Kesimpulan : Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL, hanya dengan dijatuhkannya 

putusan rehabilitasi terhadap terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur dari 

tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur sebagai 

seorang pengedar. 
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F. Tinjauan Pustaka 

a.  Pengertian Tinjauan Yuridis  

       Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 

memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 

sebagainya) atau kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan 

peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat 

dihukum, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu 

tindak pidana.16 

b. Pengertian Tindak Pidana  

       Tindak  pidana  adalah  suatu   perbuatan kejahatan atau pelanggaran  yang 

dapat   dikenakan hukuman  karena  melakukan   perbuatan melawan hukum 

sebagaimana dimaksud dalalm kitab undang-undang hukum pidana dan/atau 

peraturan perundang-undangan  yang berlaku.17 Sejalan dengan prinsip KUHP, 

penjatuhan  pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya  tindak  pidana.18  

c. Pengertian Pengedar Narkotika 

       Pengedar Narkotika  adalah orang yang mengedarkan, atau orang yang 

membawa     (menyampaikan)    sesuatu   dari   orang   yang  satu  kepada  yang   

 

 

 

    

 16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470 
17 Sahala Aritonang, Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan, Permata Aksara, Bekasi, 

2019, hal.14.  

18 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prisip Dasar Hukum Pidana, 

Prenedamedia Group, Jakarta, 2016, hal.4. 
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serangkaian kegiatan  dan aktivitas penyaluran atau menyerahkan segala jenis 

lainnya   menyangkut narkotika.19 Apabila dalam proses peradilan terbukti 

adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti 

narkotika yang dimiliki dibawah batas maksimal tentu sangat sah bagi hakim 

untuk menjatuhkan vonis sebagai pengedar. 20 Narkotika merupakan bahan, zat, 

obat yang umumnya digunakan oleh sektor  pelayanan kesehatan, yang menitik 

beratkan pada upaya dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial.21 

d. Pengertian Ganja 

       Ganja   merupakan   tumbuhan   budidaya  penghasil  serat, namun   lebih  

dikenal karena kandungan zat yang dapat memberi efek seperti mengalami 

euphoria atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab bagi si pengguna 

pemakai .22 Cara menggunakan Ganja atau yang secara ilmiah dinamakan sebagai 

cannabis sativa yaitu dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau 

dengan menggunakan pipa rokok.23 

 

 

 

 

 

 

 

    
19Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Bandar Narkotika sama Dengan Pengedar, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-

dengan-pengedar, diakses tgl 16 April 2019, pkl 12.00 WIB. 

         20 Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika,PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, 

hal.21. 

21 Azis Syamsuddin,  Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.90. 
 22 Zipmedia, Pengertian Dan  Informamsi Mengenai Ganja, http://ujiansma.com/pengertian-

dan-informasi-mengenai-ganja, diakses tgl 10 April 2019, pkl 12.20 WIB 
23 Aulia Fadhli, NAPZA Ancaman, Bahaya, dan Solusi Penanggulangannya, GAVA MEDIA, 

Yogyakarta, 2018, hal.59.
 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar
http://ujiansma.com/pengertian-dan-informasi-mengenai-ganja
http://ujiansma.com/pengertian-dan-informasi-mengenai-ganja
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G. Metode Penelitian 

       Metode penelitian merupakan cara pengumpulan data dan analisis yang dipakai 

oleh penulis untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam 

rumusan masalah,24 yang kemudian hasil dari analisa tersebut penulis akan 

mendapatkan jawaban dari persoalan ilmiah dengan prosedur yang sesuai dengan 

tujuan dan sifat penelitian.25 

1. Sifat Penelitian 

       Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian 

Deskriptif. Dikatakan deskriptif karena   merupakan   suatu   analisis   data   yang 

isinya  tidak   keluar   dari   ruang  lingkup pembahasan  yang  bertujuan  untuk  

memberikan gambaran  atau  penjelasan   secara konkrit tentang keadaan objek 

atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.26 

2. Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu, jenis penelitian Yuridis Normatif, 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mengacu pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam   peraturan   perundang-undangan,   putusan   

pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. 

 

 

 

    
 24 Sugiyono,Mixed Methods,ALFABETA,Bandung, 2013, hal.11. 
 25 A.Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Prenada 

Media Group, Jakarta, 2014, hal.24 
   26 Tampil Anshari Siregar, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, 

hal.76  
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3. Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi  ini yaitu dengan cara 

Kepustakaan (library Research)  yaitu dengan mempelajari dan menganalisa 

secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan 

sumber lainnya yang berhubungan dengan materi  yang dibahas  dalam skripsi ini  

sehingga diperoleh data  ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.  

4. Jenis Data  

       Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan 

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder27 

serta data tersier yang bahan hukumnya didapat melalui internet. 

a. Bahan Hukum Primer : Data yang diperoleh melalui Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun  2009  Tentang   Narkotika,  Putusan  

No.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ. 

b. Bahan Hukum Sekunder : Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-

dokumen, dan perundang-undangan yng berkaitan dengan objek penulisan. 

c. Bahan Hukum Tersier : Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan 

informasi dan   penjelasan mengenai bahan hukum primer  dan bahan hukum 

sekunder seperti internet. 

     

  27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2011, hal. 12. 
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5. Analisis Data 

       Setelah data terkumpul kemudian dianalisa kembali dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif sebagai analisi data yang berdasarkan kualitas, mutu 

dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat yang terkait dengan sanksi pidana 

bagi pelaku pengedar narkotika menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dengan melakukan analisis putusan 

No.245/PID.SUS/2018/PN.BNJ. 

 

H. Sistematika Penulisan  

       Bab I pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

       Bab II tentang Pengaturan Hukum Dalam Tindak pidana Narkotika Di Indonesia, 

terdiri dari Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, 

Penggolongan Narkotika, Aturan Hukum Tindak Pidana Pengedar  Narkotika Di 

Indonesia.        

       Bab III tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar 

Narkotika Jenis Ganja, terdiri dari Sejarah Penyebaran Narkotika Di indonesia, 

Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Pengedar Narkotika Jenis Ganja. 

       Bab IV Merupakan Pembahasan Mengenai Analisis Putusan Terhadap Pengedar 

Narkotika Jenis Ganja (Analisis Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ) yang 
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terdiri dari, Posisi Kasus, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Binjai (Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ), Analisis Penulis Terhadap 

Putusan Majelis Hakim (Putusan Nomor : 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ). Secara 

eksplisit juga dalam bab  ini menganalisa tentang analisis terhadap  pertimbangan 

hakim dalam memberikan putusan, analisis terhadap  putusan yang  diberikan oleh 

majelis  hakim, serta analisis oleh penulis sendiri. 

       Bab V Merupakan bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDAR 

NARKOTIKA DI INDONESIA 

 
A. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia 

       Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak 

untuk maksud pengobatan, akan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam 

jumlah berlebihan yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga 

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.28 

       Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di indonesia 

dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia 

(INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasioonal 

(BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, yaitu 

pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, 

penenggulangan penyeludupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan 

subversi, pengawasan orang asing. 

       Berdasarkan hal tersebut BAKIN membentuk Bakolak Inpres tahun 1971. 

Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-

wakil dari departemen kesehatan, departemen sosial, departemen luar negeri, 

kejaksaan   agung,   dan    lain-lain,    yang       berada     di    bawah    komando    dan   

 

 

    
28 Lidya Harlina Martono, Penegakan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2010, hal.17. 
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bertanggungjawab   kepada  kepala  BAKIN  yang  salah  satu   tugas   dan   

fungsinya  adalah menanggulangi bahaya narkoba. Badan ini tidak mempunyai 

wewenan operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN 

melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN itu sendiri. 

       Ketika saat itu, problematika masalah narkoba sendiri di Negara Indonesia bisa 

dibilang masih merupakan masalah kecil dan pemerintah sendiri  meyakini 

permasalahan narkoba ini tidak akan berkembang dikarenakan Negara Indonesia 

senndiri adalah suatu bangsa yang berPancasila, yang kemudian anggapan ini 

membuat pemerintah dan seluruh bangsa indonesia lengah terhadap ancaman bahaya 

narkoba, sehingga pada saat masalah narkoba muncul ke permukaan bersamaan 

dengan krisis ekonomi saat itu pada tahun 1997, pemerintah dan bangsa indonesia 

seakan tidak siap untuk menghadapi hal tersebut, akan tetapi berbeda halnya dengan  

negara tetangga seperti malaysia, singapura, dan thailand yang secara konsisten dan 

terus menerus memerangi bahaya narkoba sejak tahun 1970. 

       Seiring berjalannya waktu dan permasalahan narkoba yang terus meningkat pada 

akhirnya Pemerintah serta DPR RI  mengesahkan dua berdasarkan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 

Tentang Narkotika tersebut, Presiden Abdulrahman Wahid membentuk Badan 

Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) atas dasar Keputusan Presiden Nomor 116 

Tahun 1999. Pada saat itu pula BKNN yang diketuai langsung  oleh Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia yang mana BKNN sendiri merupakan badan 

koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah 
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terkait yang sampai tahun 2002 tidak mempunyai personel dan alokasi dana sendiri 

yang pada akhirnya Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

       Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan 

Koordinasi Narkotika Nasioanal diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)  

hal ini dilakukan karena selama ini BKNN sebagai badan koordinsi  dianggap sudah 

tidak ampuh lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkotika yang semakin serius 

mengancam kehidupan penduduk negara Indonesia. Maka dari itu , BNN yang baru 

tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Mengatur dan Mengkoordinasikan pelaksanaan  kebijakan nasional 

penanggulangan dan pencegahan narkoba. 

2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan dan pencegahan  narkoba. 

       Dengan anggaran yang mulai didapat dari alokasi anggaran APBN,  yaitu  

pada tahun 2003 BNN terus berupaya meninggatkan kinerjanya memberantas 

narkotika bersama-sama dengan BNP dan BNK. Beberapa tahun kemudian BNN 

dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan 

narkoba yang makin serius dan terus meningkat maka segeralah yang berwenang 

dalam hal ini mengeluarkan peraturan  Presiden No 83 Tahun  2007 Tentang 

Badan Narkotika Nasional.  

       Adapun pokok dari Peraturan presiden tersebut, Badan Narkotika propinsi 

dan badan Narkotika Kabupaten Kota, yang memiliki kewenangan operasional 
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melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-

BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja yang mencakup ruang lingkup pada 

tingkat  nasional, pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota masing masing 

bertanggung jawab  kepada presiden, sedangkan gubernur dan bupati/walikota 

dan yang masing-masing(BNPB dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan 

srtuktural-vertikal dengan BNN. 

       Menanggapi perkembangan permasalahan peredaran  narkoba, maka ketetapan 

MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik indonesia tahun 2002 yang merekomendasikan kepada DPR-RI dan 

Presiden RI untuk melakukan perubahan dan revisi atas Undang-Undang No. 22 

Tahun 1997 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, sebagai perubahan atas Undang-

Undang No 22 Tahun 1997 Pemerintah dan DPR-RI membuat dan mengesahkan  

Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang masih berlaku 

hingga sekarang ini.29 

 

B. Penggolongan Narkotika 

       Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  narkotika dibagi menjadi 3 

golongan seperti di dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan sebagai berikut : 

1. Narkotika golongan I adalah  tidak untuk digunakan dalam terapi akan tetapi  

Narkotika  ini    hanya    dapat    digunakan     dalam      pengembangan    ilmu  

       
29  Awet Sandi, Narkoba Dari Tapal Batas Negara, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 

2016, hal.5. 
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pengetahuan dikarenakan narkotika ini mempunyai potensi yang sangat tinggi 

mengakibatkan ketergantungan bagi si pengguna atau pemakai.  Selain itu ada 

65 macam narkotika golongan 1 dan beberapa yang paling populer disalah 

gunakan dari ke 65 jenis narkotika tersebut adalah tanaman genius cannabis 

atau ganja yang sering juga disebut oleh anak muda jaman sekarang dengan 

sebutan “cimeng”, kokain yaitu, bubuk putih yang diambil dari daun pohon 

koka sedangkan narkotika bukan tanaman yaitu shabu-shabu yang masuk 

dalam daftar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika . 

Jenis-jenis narkotika ini di negara  kita Indonesia dilarang untuk di produksi 

dan digunakan kecuali untuk kepentingan tertentu dan dalam jumlah yang 

terbatas tentunya.  Hal ini tentunya telah diatur dalam pasal 12 Undang-

Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang antara lain : 

a. Narkotika golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan  dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk digunakan dalam terapi, 

juga mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan 

bagi si pemakai. 

b. Digunakannya Narkotika Golongan I dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 dilakukan 

secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

c. Selanjutnya mengenai tata cara penyelenggaraan produksi atau penggunaan 

dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan  

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud  di 
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dalam ayat 1 yang diatur dengan peraturan menteri dan dalam hal 

penyaluran narkotika golongan I ini sendiri hanya dapat dilakukan oleh 

pabrik obat-obatan tertentu saja kepada lembaga pengetahuan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana 

yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika. 

2. Narkotika golongan II menurut Pasal 2 ayat 2 huruf  b narkotika golongan ini 

yaitu narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sering juga digunakan 

dalam terapi yang bertujuan   untuk pengembangan ilmu serta mempunyai 

potensi paling tinggi  mengakibatkan ketergantungan bagi si pemakai, dan 

adapun jenis narkotika golongan II yang sering digunakan adalah  jenis heroin 

dimana heroin sendiri dibuat dari hasil pengeringan bunga opium yang 

mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan  dalam pengobatan 

seperti batuk dan diare. Selain itu heroin jenis sintetis yang digunakan untuk 

mengurangi rasa sakit disebut  pelhipidine  dan methafone. Jenis heroin yang 

juga sering disalahgunakan  adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi 

sedangkan brown atau mexican adalah jenis heroin yang kualitas lebih rendah  

dari heroin atau putauw.30 

 

 

 

 

 

    
30 Dwi Satria, http://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptummpp-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf 

di akses tanggal 24 Juli 2019, pukul 18.00 WIB 

http://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptummpp-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf
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3. Narkotika Golongan  III  sebagiamana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) 

huruf  c  UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah narkotika  

berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau 

tujuan pegembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

mengakibatkan  ketergantungan  bagi  setiap penggunanya atau pemakainya. 

 

C.  Aturan Hukum Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Indonesia 

       Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu, tindak pidana, 

pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalan Bab 

XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. 

       Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-

jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain : 

a. Tindak pidana Orang Tua/Wali dari Pecandu narkotika yang belum cukup 

umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000 

b. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan 

pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 kali. 

    Korporasi sendiri dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : 

1. Pencabutan izin usaha. 

2. Pencabutan status badan hukum. 
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3. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adaanya tindak pidana 

narkotika (Pasal 131). Dipidana penjara paling lama 1 Tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 50.000.000. 

4. Tindak pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat melakukan 

tindak pidana dan prekursor Pasal 132 ayat 1 dipidana dengan pidana 

penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal pasal tersebut. 

5. Tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan 

kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak pasal 133 ayat 1 dipidana dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00. Ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 dan paling 

banyak Rp.10.000.000.000,00. 

6. Tindak pidana bagi pencandu narkotika yang tidak melaporkan diri Pasal 

134 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau 

pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00. Ayat (2) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 

Rp.1.000.000,000. 

7. Tindak pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan 

kewajiban (Pasal 135). Dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling 



27 
 

 

lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000 dan paling 

banyak Rp.400.000.000. 

8. Tindak pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak pidana Narkotika dan/atau 

Prekursor Narkotika (Pasal 137) Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 

Rp.1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00. Huruf (b), 

dipidana dengan pidana penajara paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 

10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 dan paling 

banyak Rp.5.000.000.000,00. 

9. Tindak pidana terhadap Orang yang Mengahalangi atau Mempersulit 

Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138) dengan 

pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp.500.000.000.000 

10. Tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang tidak 

melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan pasal 28 (Pasal 139) dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000. 

11. Tindak pidana bagi PPNS, penyidik polri, penyidik BNN yang tidak 

melaksanakan ketentuan tentang barang bukti Pasal 140 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. 
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12. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksanaan Negeri yang tidak melaksanakan         

ketentuan Pasal 91 ayat (1),  Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. 

13. Tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memasulkan hasil pengujian 

Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp.500.000.000. 

14. Tindak pidana yang dilakukan pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu 

pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi 

pasal 147 dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun 

dan denda paling sedikit dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. Pasal 136 Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan 

prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana 

narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud 

ataupun tidak berwujud serta barang atau peralatan yang digunakan untuk 

tindak pidana narkotika akan dirampas untuk negara. Pasal 146 juga 

memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak 

pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan 

pengusiran dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik 

Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam 
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undang-undang ini telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika 

maka pelaku dijatuhi penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti denda 

yang tidak dapat dibayar.      

        Pencegahan dan pemberantasan penggunaan Narkotika dan peredaran gelap 

Narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional. BNN sendiri merupakan Lembaga 

Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung 

jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di Ibukota Negara dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh Wilayah NKRI dan mempunyai perwakilan didaerah provinsi dan 

kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan BNN 

Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota. Sedangkan BNN 

Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal. 

      Adapun tugas dan wewenang BNN dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 35 tahun 

2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut : 

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 

pemberansatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekorsur 

Narkotika. 

- Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekorsur Narkotika. 

- Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekorsur Narkotika. 
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- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

pencandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

masyarakat. 

- Memberdayakan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekorsur Narkotika. 

- Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

- Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun 

internasional guna pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

- Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

- Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan 

Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
31 Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm. 297. 
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BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP   PELAKU 

PENGEDAR NARKOTIKA JENIS GANJA 

 

A. Sejarah Penyebaran Narkotika Di Indonesia 

       Pada mulanya, zat narkotika ditemukan orang yang penggunanya ditujukan untuk 

kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan atau ilmu pengetahuan. 

Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk 

didalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). 

Berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga-bungaan dari berbagai 

jenis tanaman sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya.32  

       Sejarah singkat penggunaan narkotika pada 50.000 tahun lalu Ephedra ditemukan 

dikawasan pemakaman irak, 10.000 tahun lalu telah ditemukan budaya pertanian  

yang paling awal termasuk tembakau dibudidayakan oleh penduduk asli Amerika 

Latin. Pada 4200 SM biji opium ditemukan di kawasan pemakaman Spanyol. Pada 

3000 SM budidaya tanaman ganja di China, Asia serta kegiatan menghisap ganja di 

Eropa Timur. 

       Pada 2737 SM ganja digunakan  sebagai obat di   china untuk  mengobati  lepra 

dan rasa  cemas.   Pada   2000   SM residu   coca   ditemukan   pada   mumi   Andean.  

 

 

 

 

     
32 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba : Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 90. 
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Pada tahun 1500 SM  sampai dengan 400 SM para penulis Yunani menggunakan 

jamur ajaib pada pesta tahunan. Berdasarkan sejarah pemanfaatan narkotika, 

pengguna  narkotika sudah dikenal sejak zaman kuno. Sekitar 2000 tahun Sebelum 

Masehi orang-orang Samaria telah menemukan sari bunga opium (papavor 

somniferitum) dan memanfaatkannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan 

tidur juga yang mengalami sakit parah.33 

       Hingga kini sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk 

dunia dapat dengan  mudah mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, bahkan 

pemerintah khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu merajalela. Upaya 

pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit 

kemungkinan untuk menghindarkan  narkoba dari kalangan  remaja maupun dewasa, 

bahkan anak-anak usia SD, SMP pun banyak yang terjerumus  narkotika. Hingga saat 

ini upaya yang paling efektif untuk mencegah peredaran  narkotika pada anak-anak 

yaitu dari keluarga. Orangtua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya 

untuk selalu menjauhi narkotika.34 

       Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini bukan saja merupakan 

masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara indonesia, melainkan juga 

masalah  bagi dunia  internasional.  Sejak   memasuki   abad    ke-20  perhatian dunia 

 

 

    
 33 Tiem Ahli, Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba, Balai penerbit badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2009, hal.48. 
34  Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2011, hal.5. 
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internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat 

dari Single convention on Narcotic Drugs  pada tahun 1961.35  Penyalahgunaan 

narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau 

berbagai penjuru daerah dan merata di seluruh tingkatan sosial masyarakat mulai dari 

tingkatan rendah sampai tingkatan sekelas pejabat. Penyalahgunanan narkotika tidak 

hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi juga kepada 

yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari pelajar, pengusaha, bahkan para 

pejabat negara dan juga aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus 

penyalahgunaan narkotika tersebut.36 

 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika 

       Tindak pidana Narkotika diatur dalam  Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 

148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak 

disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang 

diatur di dalamnya adalah kejahatan. Alasannya, jika Narkotika hanya untuk 

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar 

kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya 

akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat 

membahayakan bagi setiap jiwa manusia yang memakainya. 

    
35 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Anak, UMM Press, Malang, 2009, hal.30. 
36 Fitri Arya, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika(stidi kasus 

Putusan No.61/Pid.Sus/2013/PN.Jo, Universitas Hasanudin, Makasar, 2014,hal.1.  
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      Ada  empat unsur-unsur  tindak pidana  yang dilarang oleh undang-undang, 

yakni: 

 

- Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, 

menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 

112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan 

Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a). 

- Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 

untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 

123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b). 

- Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk 

narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, 

Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c). 

- Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, 

mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika Pasal 115 untuk 

narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 

untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).37 

 

 

    

37 Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 

2012 hal. 256. 
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C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Ganja  

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu pebuatan. Fokus 

sanksi pidana tertuju pada pebuatan salah seorang lewat pengenaan  penderitaan (agar 

yang bersangkutan mendapat efek jera). Sanksi pidana lebih menekankan unsur 

pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang 

pelanggar. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) 

kepada pelanggar atau pelaku supaya ia merasakan akibat perbuatannya.38 

       Pada hakikatnya, penegakan hukum tidak hanya semata-mata menjadi tugas dari 

para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pengacara/Advokat) 

yang sudah dikenal secara konvensional. Melainkan juga menjadi tugas dari setiap 

warga negara. Penegakan hukum menurut Suparman Marzuki dipahami dan diyakini 

sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (ius 

contitutum) terhadap suatu peristiwa konkret.39  Hukum dilihat sebagai variabel  yang 

jelas dan pasti yang harus diterapkan pada peristiwa yang juga tentunya jelas dan 

pasti, oleh karena itu  penegakan hukum dikonstruksikan sebagai hal yang rasional 

atau logis dan mengikuti kehadiran hukum itu sendiri.40 

      Berdasarkan hal tersebut, Marjono Reksodiputro dalam Kusnu Goesniadhie, yang 

pada   intinya  menjelaskan  bahwa penegakan hukum hanya dapat  terlaksana apabila  

 

    
38 Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 

2012 hal. 256. 
39  I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal.23. 
40 Suparman marzuki,  Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity, Erlangga, 

Jakarta, 2012, hal.7. 
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setiap dimensi kehidupan hukum selalu menjaga  harmonisasi (keselarasan, 

keseimbangan, dan  keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan, dan 

moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam 

masyarakat, sehingga dalam hal ini kebersamaan sangat dibutuhkan, bukan hanya 

untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional,  melainkan  juga   penegakannya.41         

       Dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa 

tujuan pidana adalah prevensi, baik prevensi umum (Generale Preventive), maupun 

prevensi khusus (Speciale Preventive).42 Selain itu, pemidanaan sendiri juga 

merupakan tindakan yang tidak mengenakkan bagi orang yang dijatuhi pidana 

tersebut, dkarenakan dalam pemidanaan berdasarkan KUHP kepada seorang pelaku 

perbuatan pidana, apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan  

dimungkinkan untuk dijatuhi pidana seperti pidana mati atau pidana penjara atau 

pidana kurungan atau pidana denda.43  

       Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diharapkan mampu menjadi 

penangkal terhadap meluasnya jaringan perdagangan gelap serta peredaran narkotika. 

Akan tetapi, pada kenyataannya berbanding terbalik, yaitu semakin intensif dilakukan 

penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap 

narkotika tersebut.  

    
41  Kusnu Goesniadhie S, Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, Jurnal Hukum: 

Vol.17 No.2, 2010, hal.2. 
42 Bambang Hariyono, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Narkoba Di Indonesia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarajana, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 92.  
43 M. Haryanto, Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, 

hal.37. 
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       Banyak sekali pengedar yang bersembunyi di pasal pecandu agar sanksi yang 

dikenakan tidak sebesar sanksi dari pasal pengedar. Akibat dari persembunyian yang 

dilakukan oleh pengedar ini maka menjadi sangat sulit untuk membedakan antara 

pengedar dan pecandu/penyalahguna. Aparat penegak hukum harus lebih waspada 

dalam menangulangi tindak kejahatan narkotika, karena apabila salah menentukan 

antara pengedar dan penyalahguna akan sangat tinggi resikonya.  

      Penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika seharusnya tidak boleh ada 

toleransi, karena apabila adanya toleransi akan memperluas peredaran narkotika baik 

itu penyalahguna atau pecandu. Setiap peredaran gelap narkotika meskipun berat 

barang bukti tidak mencapai 1 kg, hakim harus tetap mempertimbangkan SEMA 

Nomor 4 Tahun 2010, agar tidak semua orang yang terjerat kasus narkotika dijatuhi 

putusan rehabilitasi, karena mungkin saja memang biasanya mengedarkan narkotika 

dalam ukuran besar namun saat penangkapan barang bukti yang ditemukan kecil.  

       Sebagaimana yang ditanggapi oleh Hery Pujiono selaku Penyidik Muda dari 

BNN yang menyatakan bahwa beliau akan sangat kecewa apabila penyidik sudah 

berusaha menangkap pengedar namun hakim tetap menjatuhkan putusan rehabilitasi 

terhadap pengedar, karena menurut beliau tanpa adanya transaksi pun apabila orang 

ini memberikan kepada temannya akan tetap dinyatakan sebagai pengedar. Bahkan 

dalam putusan pun sudah dinyatakan dalam keterangan saksi bahwa temannya ini 

selaku saksi pernah mendapatkan narkotika golongan I hasil pemberian dari 

terdakwa. Sudah sangat jelas bahwa terdakwa adalah seorang pengedar yang wajib di 
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tahan bukan di rehabilitasi, karena tidak ada ketentuan bahwa pengedar di 

rehabilitasi.   

      Dari beberapa penjelasan mengenai ketentuan pidana narkotika tentang 

“Pengedar” tidak ditemukan, namun pengertian pengedar secara terminologi yaitu, 

suatu proses siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang 

menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran 

dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta 

penyimpanan dan pengangkutan. Menurut Kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian 

peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan 

penyerahan penyimpanan dengan untuk dijual. 

       Dalam penelitannya Lilik Mulyadi, yang berjudul “Pemidanaan Terhadap 

Pengedar dan Pengguna Narkotika” menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit 

dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan 

penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian  “pengedar”  tersebut  

juga  dapat  dilakukan  dan  berorientasi   kepada  dimensi penjual, pembeli untuk 

diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan 

mengekspor dan mengimpor Narkotika.44 

       Maka dari itu kesimpulan dari penejelasan di atas bahwa sanksi pengedar 

narkoba yang berbunyi:  

 

 

    
44 Raden Adi, Definisi Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

narkotika, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 21. 
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- Pasal 114 Ayat (1): setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

- Ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima 

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam 

bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

- Pasal 119 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  II,  

dipidana  singkat 4 (empat)  tahun  dan   paling   lama  12  (dua  belas)  tahun   

dan    dipidana   denda  paling sedikit Rp. 800.000.000,00  (delapan ratus juta 

rupiah)  dan  paling  banyak Rp.8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
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- Ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam 

bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).45 

       Pemerataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana  khusus, pidana 

penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati berdasarkan 

pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya 

pemberatan sanksi pidana ini, pemberantasan tindak pidana narkotika di kalangan 

masyarakat menjadi lebih giat  dan  efektif serta dapat mencapai hasil yang maksimal.   

       Adapun bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja). 

b. Dalam bentuk alternative ( pilihan antara denda atau penjara). 

c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda). 

d. Dalam bentuk kombinasi/campur (penjara dan atau denda).46 

    
45 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Citra 

Umbara, Bandung 2010, hal. 50.  
46 Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Dikalangan 

Generasi Muda, Lex Crimen Vol.II/No.4/Agustus/2013. 
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      Dengan demikian sanksi pidana bagi pengedar narkoba dimungkinkan dijatuhkan 

sanksi pidana mati, yang tertera pada Pasal 114, Pasal 119 yang disesuaikan dengan  

kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana yang tergolong 

sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) misalnya seperti, narkotika, 

illegal logging, korupsi, maupun tindak pidana terorisme, sudah sepantasnya para 

pelaku harus dipidana mati.47 

       Ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 

119 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.   

       Adapun isi  dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada dalam bentuk Tanaman 

beratnya melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 

5 gram, pada Pasal 114 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 tahun atau paling lama 20 

tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon 

atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.  

 

    

47 Muhammad Rustamaji, Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati di Indonesia, 

http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi-idanahukuman-mati-di-indonesia/ 

di akses tgl 16 Juli 2019 pkl 01.25 WIB  
 

http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi-idanahukuman-mati-di-indonesia/
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2. Di dalam Pasal  119 ayat (2) dikatakan bahwa setiap perbuatan baik itu 

menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, 

membeli, menyerahkan, menukar, atau menerima narkotika Golongan I akan 

pidana penjara paling lama  20  tahun  dan   paling  singkat 5  Tahun  ,  pidana  

denda  maksimum sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ada dalam bentuk tanaman 

beratnya melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 

5 gram. Selain itu pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, 

pidana mati, dalam pasal tersebut juga terdapat kata “atau” dan kata “dan” 

yakni bahwa pasal tersebut dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif yang 

diimplikasikan dengan kata “dan” maupun kata “ atau” selain itu juga bahwa 

sanski pidana tersebut sudah sangatlah dinamis, yaitu karena  adanya sanksi 

minimum khusus paling singkat 6 tahun pada Pasal 114 ayat (2) dan paling 

singkat 5 tahun pada Pasal 119 ayat (2) dan juga maksimum khusus pidana 

mati.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
48 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang, Narkotika dan Penjelasannya, Citra 

Umbara, Bandung, 2010, hal. 50. 
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BAB  IV 

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENGEDAR 

NARKOTIKA  JENIS GANJA (Analisis Putusan Nomor : 

245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ) 

 

A. Posisi Kasus 

1. Nama lengkap   : Rudi Sanjaya 

2. Tempat lahir   : Binjai 

3. Umur/Tanggal lahir  : 46/3 Maret 1972 

4. Jenis kelamin   : Laki-laki 

5. Kebangsaan   : Indonesia 

6. Tempat tinggal   : Jl. T.Imam Bonjol Kel.Setia Kec. Binjai Kota- Kota 

  Binjai 

7. Agama    : Islam 

8. Pekerjaan    : Tukang Becak.49    

             Adapun kronologis dari kasus terdakwa Rudi Sanjaya ialah sebagai berikut :       

Bahwa terdakwa atas nama Rudi Sanjaya pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 

sekitar jam 1 Siang dijalan Ir.Juanda Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai 

Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan negeri 

Binjai berwenang untuk memeriksa  dan mengadili perkaranya,  yang  tanpa  hak  dan  

 

 

    
49Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor.: 

245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, PN Binjai, Binjai, 2018, hal.1. 
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melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bentuk 

Tanaman, berupa 3 bungkus besar daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban 

warna coklat dengan seberat 2,980 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa 

dengan cara sebagai berikut : 

       Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 siang saat saksi polisi 

bernama Senang Sembiring, Pangeran Purba, Rudi Harto, saat melaksanakan tugas 

dimana mereka mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering 

melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, lalu memberikan ciri-ciri dan alamatnya 

berada di Jl. Ir.Juanda  Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur kota 

Binjai, lalu Sesampainya disana saksi Polisi melihat seseorang yang cukup 

mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sekitar. 

Selanjutnya saksi polisi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 

terdakwa pun berusaha melarikan diri ketika melihat saksi polisi mengejarnya, pada 

akhirnya saksi polisi pun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. 

Selanjutnya saksi polisi menemukan barang bukti dari atas becak terdakwa berupa 3 

bal bungkus besar daun ganja kering yang dilakban warna coklat adalah milik dari 

Dedi ( DPO ) yang dititipkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti 

tersebut dibawa kekantor Polsek Sunggal lalu diserahkan ke Polres Binjai untuk 

diproses lebih lanjut.  

       Berdasakan berita acara No.106/IL.10034/V2018 tanggal 23 Mei 2018 yang 

ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE ternyata berat dari 3 ball bungkus besar daun 
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ganja adalah 2.980 gram dan kemudian disisihkan untuk ke Labortorium Forensik 

dengan berat 54,60 gram. Setelah itu barang bukti sesuai dengan berita acara analisis 

labforensik polri cabang Medan dengan No.lab: 6243/NNF/2018 tanggal 4 Juni 2018 

ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dengan 

kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi daun dan biji kering ganja 

dengan berat 54,6 gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung 

positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 Undang-Undang RI No.35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain itu terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk 

memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman 

dari penjabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Perbuatan terdakwa 

tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.50 

       Adapun surat dakwaan  yang diajukan ke   persidangan oleh  Penuntut Umum 

adalah sebagai berikut :        

      Dakwaan PRIMER Bahwa terdakwa atas nama Rudi Sanjaya pada hari selasa 

tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 Siang dijalan Ir.Juanda Kelurahan Timbang 

Langkat, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah 

hukum   pengadilan   negeri   Binjai   berwenang   untuk  memeriksa   dan   mengadili 

perkaranya, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  menukar,  atau  menyerahkan 

 

    
50 Ibid, hal.4. 
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narkotika Golongan I bentuk tanaman, berupa 3 bungkus besar daun Ganja Kering 

yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan seberat 2,980 gram, Perbuatan 

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

       Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 siang ketika saksi polisi 

bernama Senang Sembiring, Pangeran Purba, Rudi Harto, saat melaksanakan tugas 

dimana mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering 

melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, lalu memberikan ciri-ciri dan alamatnya 

berada di Jl. Ir.Juanda  Keurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur kota 

Binjai, lalu sesampainya disana saksi Polisi melihat seseorang yang cukup 

mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sekitar. 

       Selanjutnya saksi polisi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 

terdakwa pun berusaha melarikan diri ketika melihat saksi polisi mengejarnya, pada 

akhirnya saksi polisi pun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. 

Selanjutnya saksi polisi menemukan barang bukti dari atas becak terdakwa berupa 3 

bal bungkus besar daun ganja kering yang dilakban warna coklat adalah milik dari 

Dedi ( DPO ) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain 

dan akan diberi upah Rp.10.000,-. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut 

dibawa ke Kantor Polsek Sunggal lalu diserahkan ke Polres Binjai untuk diproses 

lebih lanjut.  

       Berdasakan Berita Acara No. 106/IL.10034/V2018 tanggal 23 Mei 2018 yang 

ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE ternyata berat dari 3 ball bungkus besar daun 

ganja adalah 2.980 gram dan kemudian disisihkan untuk ke labforensik dengan berat 
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54,60 gram. Setelah itu barang bukti sesuai dengan berita acara analisis Laboratorium 

Forensik polri cabang Medan dengan No.lab: 6243/NNF/2018 tanggal 4 Juni 2018 

ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dengan 

kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi daun daun dan biji kering 

ganja dengan berat 54,6 gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar 

mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-

Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu terdakwa juga tidak 

mempunyai ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, atau 

menyerahkan ganja yang diperoleh dari Dedi (DPO) berupa 3 bungkus bal besar daun 

ganja kering yang dilakban warna coklat seberat 2.980 gram Narkotika Golongan I 

bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Narkotika.51
 

       Dakwaan SUBSIDER bahwa terdakwa atas nama Rudi Sanjaya pada hari Selasa 

tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 Siang di jalan Ir. Juanda Kelurahan Timbang 

Langkat, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah 

hukum   Pengadilan   Negeri   Binjai  berwenang   untuk   memeriksa   dan   

mengadili perkaranya, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

atau menyerahkan narkotika Golongan I  bentuk tanaman,  berupa  3  bungkus  besar  

 

    
51Ibid, hal.2. 
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daun Ganja Kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan seberat 2,980 

gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

       Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 1 siang saat saksi polisi 

bernama Senang Sembiring, Pangeran Purba, Rudi Harto, saat melaksanakan tugas 

dimana mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering 

melakukan transaksi narkotika jenis Ganja, lalu memberikan ciri-ciri dan alamatnya 

berada di Jl. Ir.Juanda  Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur kota 

Binjai. Lalu sesampainya di sana saksi Polisi melihat seseorang yang cukup 

mencurigakan sesuai  dengan  ciri-ciri  yang  di informasikan oleh masyarakat sekitar. 

       Selanjutnya saksi Polisi pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 

terdakwa pun berusaha melarikan diri ketika melihat saksi polisi mengejarnya, pada 

akhirnya saksi polisi pun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. 

Selanjutnya saksi Polisi menemukan barang bukti dari atas becak terdakwa berupa 3 

bal bungkus besar daun ganja kering yang dilakban warna coklat adalah milik dari 

Dedi ( DPO ) yang dititipkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti 

tersebut dibawa ke Kantor Polsek Sunggal lalu diserahkan ke Polres Binjai untuk 

diproses lebih lanjut.  

       Berdasakan berita acara No.106/IL.10034/V2018 tanggal 23 Mei 2018 yang 

ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE ternyata berat dari 3 bal bungkus besar daun 

ganja adalah 2.980 gram dan kemudian disisihkan untuk ke Laboratorium Forensik 

dengan berat 54,60 gram. Setelah itu barang bukti sesuai dengan berita acara analisis 

Laboratorium Forensik Polri cabang Medan dengan No.lab: 6243/NNF/2018 tanggal 
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4 Juni 2018 ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt 

dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi daun dan biji kering 

ganja dengan berat 54,6 gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar 

mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I No urut 8 Undang-Undang 

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai 

ijin untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I bentuk 

tanaman dari penjabat yang berwenang, yaitu Departemen Kesehatan RI. Perbuatan 

terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-

Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.52 

     Setiap persidangan tentunya tidak luput dari yang namanya tuntutan oleh Jaksa 

Penuntut Umum yang mana isi dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Menuntut Terdakwa atas nama Rudi Sanjaya yang telah bersalah melakukan 

tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memiliki, 

memelihara, menguasai atau menyediakan, menyimpan Narkotika  Golongan  I   

dalam   bentuk tanaman lebih dari 1 kilo gram” yang sebagaimana diatur dan di 

ancam pidana dalm pasal 111 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsider Penuntut 

Umum.  

 

 

 

    
52Ibid, hal.4. 
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2. Menjatuhkan Hukuman berupa pidana terhadap Terdakwa Rudi Sanjaya, yaitu 

selama 9 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsider 

3 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan. 

3. Menyatakan bahwa barang bukti 3 bungkus besar daun ganja kering seberat 

2980 gram dirampas untuk selajutnya dimusnahkan. 

4. Menetapkan terdakwa Rudi Sanjaya supaya membayar biaya perkara yang 

dibebankan kepadanya sebesar Rp.2000,-.53 

 

B. Pertimbangan  Hukum  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai  (Putusan 

Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ) 

       Dalam pengadilan yang menangani kasus narkotika diperlukannya ketegasan dan 

keadilan bagi hakim dalam memberikan putusan. Hakim pada dasarnya memiliki  

peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan.54       

       Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. 

       Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang berdasarkan 

Fakta-Fakta Hukum adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    
53Ibid, hal.2. 
54Komisi Yudisial Republik Indonesia, Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih, Komisi 

Yudisial Republik Indonesia, Jakarta,  2011, hal.123. 
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       Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwakan  oleh Penuntut Umum 

berdasarkan dakwaan Subsider dengan itu Hakim akan terlebih dahulu 

mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana yang diatur di Pasal 114 ayat (2) 

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsurnya sebagai 

berikut : 

1. Setiap orang. 

2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima menjadi perantara dalam jual 

beli, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan 

narkotika Golongan I. 

3. Yang berat narkotika tersebut melebihi 5 gram. 

     Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu 

sebagai berikut :  

a. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek 

Hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dihadapan Hukum. 

b. Menimbang bahwa ketika dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki atas nama  

Rudi  Sanjaya sebagai Terdakwa dan selanjutnya membenarkannya55 

sebagaimana yang tertera didalam surat dakwaan dengan demikian maka unsur 

setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. 

c. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tanpa melawan hukum 

adalah jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

    
55 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op.Cit, hal.8. 
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d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran Narkotika ialah 

Industri Farmasi, sarana penyimpanan persediaan Farmasi Pemerintah sesuai 

dengan Undang-Undang Pedagang Besar Farmasi. 

e. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini 

sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari Tanaman atau bukan 

Tanaman, baik Sintetis maupun semi Sintetis yang dapat menimbulkan 

ketergantungan, perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa 

nyeri. 

f. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ini dimana 

salah satu di antaranya berjenis Shabu-Shabu. 

g. Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika sesuai dengan berita 

acara analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan pada tanggal 4 Juni 

2018 yang ditandatangani sendiri oleh Zulni Erma dan Debora M. 

Hutagaol,S.Si.Apt bahwa yang diperiksa milik terdakwa adalah benar 

mengandung positif Ganja. 

a. Menimbang bahwa dari Fakta Hukum yang terungkap di persidangan adanya 

informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Jl. Juanda sering sekali 

ada orang yang melakukan Transaksi Narkotika pada hari Selasa Tanggal 22 

Mei 2018 sekitar pukul 1 siang, yang mana pada saat itu para saksi polisi 

sedang melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dan pada saat itu juga para 
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saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan diatas becak. Lalu 

begitu melihat para saksi Polisi datang, orang tersebut melarikan diri yang 

kemudian berhasil ditangkap oleh saksi polisi. Setelah diperiksa, ditemukan 3 

bungkus bal plastik besar yang dilakban warna coklat berisi daun ganja 

kering. Yang mana barang tersebut milik teman terdakwa bernama Dedi ( 

DPO ) yang telah melarikan diri. Berdasarkan fakta hukum tersebut hakim 

pun berpendapat bahwa terdakwa Rudi Sanjaya tidaklah tepat disebut atau 

dikategorikan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjadi 

perantara dalam jual beli, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan I, maka dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi dalam diri 

dan perbuatan terdakwa.56 

       Menimbang bahwa dikarenakan terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang 

terdapat di dakwaan Primer maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair 

tersebut. Setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider 

sebagaimana diatur pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika. Yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut : 

1. Setiap orang. 

2. Tanpa hak atau melawan hukum. 

 

    
56 Ibid, hal.9. 
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3. Memiliki, menyimpan, menguasai, juga menyediakan Narkotika Golongan I  

dalam bentuk Tanaman. 

4. Yang beratnya melebihi 5 gram. 

       Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu 

sebagai berikut :  

a. Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dari ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu meliputi subyek 

hukum orang maupun Korporasi yang telah diajukan ke persidangan karna 

didakwa melakukan tindak pidana Narkotika. 

b. Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian 

bahwasanya terdakwa atas nama Rudi Sanjaya tidak berhak melakukan 

perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika. Dikarenakan perbuatannya 

tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, kecuali telah mendapatkan ijin dari penjabat yang berwenang 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika.57 

c. Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, juga menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk  Tanaman  ini  terdiri  dari  perbuatan yang  

 

 

 

 

 

    
57 Ibid, hal.2. 
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harus nyata terbukti yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila salah satu telah 

terbukti, maka secara Hukum unsur inipun telah terpenuhi. 

d. Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan 

saksi-saksi dan terdakwa yang mana sesuai satu sama lainserta dikaitkan 

dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 

13.00 WIB atau jam 1 siang saat teman terdakwa yang bernama Dedi (DPO) 

membawa plastik naik keatas becak terdakwa. Setelah itu terdakwa diajak ke 

Binjai Supermall, akan tetapi sebelum di BSM, Dedi (DPO) menyuruh 

terdakwa berhenti dan dia turun dari becak terdakwa dan meninggalkan 

bungkusan tersebut diatas becak. Sementara itu terdakwa tetap menunggu 

namun terdakwa tidak melihat Dedi (DPO) lagi. Lalu terdakwa pun turun 

berjalan kaki mencari Dedi (DPO). Dan pada saat itu pula, terdakwa ditangkap 

Polisi dan setelah memeriksa becak terdakwa, Polisi menemukan bungkusan 

plastik warna kuning yang berisikan daun ganja kering dalam penguasaan 

terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Sunggal, sebelumnya Dedi 

(DPO) dan terdakwa sudah lama saling kenal dikarenakan mereka satu 

kampung. Selain itu terdakwa Rudi Sanjaya juga telah mengetahui benda yang 

dibawa oleh Dedi (DPO) adalah berupa Ganja.58 

e. Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita 

Acara Analisi Lab Forensik Polri Cabang Medan pada tanggal 4 Juni 2018 yang  

    
58 Ibid, hal.11. 
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ditandatangani sendiri oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si.Apt 

bahwa yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung positif Ganja. 

f. Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka menurut Majelis, unsur 

ini telah terpenuhi menurut hukum. 

g. Menimbang bahwa berat Narkotika tersebut melebihi 5 gram yang mana 

ternyata beratnya adalah 2.980 gram kemudian disisihkan untuk ke labforensik 

dengan berat 54,60 gram dengan demikian unsur inipun telah terbukti. 

h. Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-

hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 

pembenar atau alasan pemaaf. Maka terdakwa harus tetap 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

i. Menimbang bahwa ancaman Pidana yang ditentukan Pasal 111 ayat (2) 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjunya Hakim 

akan menjatuhkan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.  

j. Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 bungkus Ganja tersebut yang seberat 

2.980 gram dirampas untuk dimusnahkan. 

       Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa tidaklah 

mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan adapun keadaan yang meringankan terdakwa ialah terdakwa 

mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.59 

    
59 Ibid, hal.13. 
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       Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB ada 

informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Jalan Juanda sering ada 

transaksi narkotika, dan Para saksi Polisi melakukan penyelidikan ketempat 

tersebut, lalu saksi tersebut melihat seseorang dengan tingkah laku yang 

mencurigakan diatas becak, dan begitu melihat Polisi datang orang yang diatas 

becak tersebut melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil 

menangkap orang tersebut. 

2. Bahwa setelah becak terdakwa diperiksa, saksi menemukan 3(tiga) bungkus 

plastik warna kuning yang berisikan daun ganja kering kemudian terdakwa 

beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut. 

3. Bahwa Narkotika yang ditemukan saksi diatas becak terdakwa setelah 

ditimbang seberat 2,980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram. 

4. Bahwa benar ganja tersebut merupakan milik temannya yang bernama Dedi 

yang menumpang di atas becak terdakwa, namun Dedi sudah melarikan diri. 

5. Bahwa terdakwa sebelumnya telah berteman dengan Dedi dan terdakwa juga 

mengetahui bahwa Dedi membawa ganja di atas becaknya. 

6. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika tersebut.60 

 

 

 

 

    
60 Ibid, hal.7. 



58 
 

       Adapun isi dari putusan yang dibacakan oleh majelis Hakim terhadap Terdakwa 

Rudi Sanjaya, yaitu :  

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Sanjaya tidak terbukti secara sah meyakinkan 

bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam 

dakwaan Primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. 

2. Menyatakan Terdakwa Rudi Sanjaya telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan 

Hukum Menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 

5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Subsider. 

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Sanjaya oleh karena itudengan 

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- 

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 

dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara. 

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  

5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus besar ( bal) daun ganja 

kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan seberat 2.980 ( 

dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan. 

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu 

rupiah).61 

 

    
61 Ibid, hal, 13. 
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C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim (Putusan  Nomor 

245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ) 

 

       Analisis penulis terhadap Putusan Majelis Hakim adalah sebabgai berikut, Hakim 

dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah 

jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun 

demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan 

minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan oleh 

terdakwa sehingga terdakwa ditangkap.  

       Oleh karena hal tersebut berdasarkan dengan Perkara Nomor 

245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ,  pertimbangan Majelis  Hakim dalam amar putusannya 

dirasa telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang terdakwa, hal ini 

didasarkan   pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan 

barang bukti yang telah sesuai satu sama lain yang diajukan Penuntut Umum 

ditambah dengan keterangan terdakwa yang membenarkan dan mengakui perbuatan 

yang dilakukannya. 

       Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, menyatakan terdakwa Rudi Sanjaya 

telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah   melakukan  tindak  pidana  

peredaran  narkotika jenis ganja dengan ditemukannya barang bukti narkotika 

golongan I  jenis ganja seberat 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) gram,    

maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang mana 

pada Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang 
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Narkotika adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi siapa saja 

yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau  menjadi kurir (perantara) 

dan adapun sanksi pidana penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 5 

tahun dan maksimal hukuman mati.  

       Jika melihat dari putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 

(enam) tahun kepada terdakwa, penulis kira hal tersebut adalah suatu keputusan yang 

kurang tepat oleh Majelis Hakim, dikarenakan seharusnya majelis hakim dapat lebih 

mempertimbangkan dakwaan subsider yang disana dikatakan bahwa terdakwa atas 

nama Rudi Sanjaya ini sebelumnya adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang 

becak yang ditumpangi becaknya oleh Dedy (DPO) atau pemilik yang sebenarnya 

atas narkotika jenis ganja yang terdapat di atas becak terdakwa. Oleh karena hal 

tersebut majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan dakwaan seminimal mungkin 

atau 5 (lima) tahun penjara karena walau bagaimanapun terdakwa tetap saja  bersalah 

karena terdakwa Rudi Sanjaya telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika 

dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan 

Subsider. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat diitarik kesimpulan 

sebagi berikut : 

1. Pengaturan hukum tindak pidana pengedar Nakotika di Indonesia dalam  Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hukum tidak memandang siapa 

yang jadi pelakunya dalam arti tidak memandang usia, jabatan, atau bahkan 

pangkat pelaku tindak pidana tersebut. 

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar Narkotika jenis  ganja yang 

dijatuhkan  oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam putusan nomor 

245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, tentang pelaku pengedar narkotika sudah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan 

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

sudah tepat digunakan oleh Pengadilan Negeri Binjai yaitu menjauhkan hukuman 

penjara selama 6 (enam)  tahun. 

3. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedar Narkotika 

jenis ganja dalam Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.BNJ, maka Majelis 

Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 

yang meringankan Terdakwa. 
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B. Saran 

1. Agar  masyarakat bisa bekerja sama dan mau memberikan informasi tentang 

semua  tindak pidana peredaran narkotika yang ada di lingkungan sekitar 

kepada pihak yang berwenang dengan  tanpa ada rasa ragu apalagi takut.  

2. Agar aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan jaksa dalam 

menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu 

tindak kejahatan karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.  

3. Agar Hakim lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan dan lebih mempertimbangkan hukuman yang akan diterapkan 

kepada terdakwa.  
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